BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial
Menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

1. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama yang
mengatur kegiatan digital di Indonesia, termasuk kebebasan berekspresi di media
sosial. UU ini memiliki sifat dual dalam konteks kebebasan berpendapat -
memberikan perlindungan sekaligus memberlakukan pembatasan yang sering
menjadi bahan perdebatan.

Salah satu bagian yang sering menimbulkan kontroversi adalah Pasal 27 ayat
(3) tentang pencemaran nama baik, yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Banyak kritik muncul karena
pasal ini memiliki rumusan yang terlalu luas dan ambigu, sehingga berpotensi
disalahgunakan untuk menekan kebebasan berekspresi.

Di sisi lain, UU ITE juga menyediakan perlindungan hak-hak digital
masyarakat melalui Pasal 40 ayat (2a) yang mewajibkan Pemerintah untuk

mencegah penyebaran informasi elektronik yang bermuatan terlarang sesuai
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peraturan yang berlaku. Ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk
melindungi warga dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat di internet.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 memberikan
interpretasi konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (3), menetapkan bahwa
penerapannya harus merujuk pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik
dalam KUHP. Keputusan ini membantu memberikan batasan yang lebih jelas dalam
penerapan pasal tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 memberikan tafsir
penting terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang selama ini dianggap rawan
disalahgunakan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa penerapan
pasal mengenai pencemaran nama baik di ruang digital harus merujuk pada
ketentuan KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311, yang mengatur secara rinci unsur-
unsur penghinaan. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum tidak dapat
menafsirkan pasal tersebut secara luas atau subjektif, melainkan harus memeriksa
apakah unsur penghinaan dalam KUHP benar-benar terpenuhi.

Mahkamah juga menekankan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik
aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan jika ada aduan langsung dari
pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan ini memberikan pembatasan yang
lebih tegas dalam penerapan Pasal 27 ayat (3), serta memperkuat perlindungan

terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks penggunaan media sosial.
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a. Evolusi Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 merupakan wadah
hukum utama yang mengatur aktivitas di ruang siber Indonesia. Sejak awal
kelahirannya, UU ITE telah menjadi subjek perdebatan terkait dampaknya
terhadap kebebasan berpendapat.

Pada awalnya, UU ITE tahun 2008 tidak secara khusus memberikan
penjelasan memadai terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan
berpendapat, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan
Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Hal ini menyebabkan tingginya
potensi penyalahgunaan pasal-pasal tersebut untuk membatasi kebebasan
berpendapat yang legitimate.®

Perubahan UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016 berupaya mengatasi
permasalahan tersebut dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Dalam
penjelasan Pasal 27 ayat (3), dipertegas bahwa klausul tersebut mengacu pada
peraturan KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.%! Meskipun
demikian, kritik terhadap ketidakjelasan tetap berlanjut karena interpretasi yang

bervariasi di tingkat penegak hukum.

60 Ernest Sengi, S. H. (2021). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui
Media Sosial. Cv. Pilar Nusantara.

61 Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum
Platform E-commerce Dalam Era Transformasi Digital. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 24(2),
119-136.
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b. Analisis Pasal-Pasal Kritis dalam UU ITE
Beberapa pasal dalam UU ITE yang sering menjadi sorotan dalam konteks
kebebasan berpendapat di media sosial adalah:
1) Pasal 27 ayat (3) - Pencemaran Nama Baik
Rumusan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik."%?
Pasal ini sering dikritik karena beberapa alasan:
- Rumusan yang terlalu luas dan multitafsir
Rumusan pasal ini menggunakan istilah yang sangat umum seperti
"penghinaan" dan "pencemaran nama baik" tanpa definisi yang ketat dalam
UU ITE itu sendiri. Hal ini membuat aparat atau siapa pun dapat menafsirkan
istilah tersebut dengan sudut pandang yang sangat subjektif, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Akibatnya, ekspresi
atau pernyataan yang sebenarnya merupakan kritik sah atau pendapat pribadi
bisa dianggap melanggar hukum, tergantung pada interpretasi pihak tertentu.
- Potensi kriminalisasi terhadap kritik yang legitimate
Karena definisinya longgar, pasal ini sering digunakan untuk

melaporkan seseorang hanya karena menyampaikan kritik kepada pejabat

62 Zhafira, 1., Ismansyah, 1., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 k/pid. Sus/2021. Unes journal
of swara justisia, 7(3), 901-912.
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publik atau lembaga negara. Padahal, dalam prinsip negara demokratis,
kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang
harus dilindungi. Kriminalisasi kritik ini bisa menghambat partisipasi publik
dalam pengawasan kekuasaan.

- Ancaman pidana yang berat (maksimal 6 tahun penjara)

Pasal ini mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 tahun,
yang tergolong sebagai tindak pidana berat. Ancaman pidana yang berat ini
menimbulkan efek menakutkan (chilling effect) bagi masyarakat untuk
berpendapat, karena risiko hukum yang dihadapi terlalu besar dibandingkan
dengan tindakan yang sebenarnya masih dalam batas kebebasan
berpendapat.

- Inkonsistensi dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum

Dalam praktiknya, banyak laporan pencemaran nama baik yang diproses
tidak konsisten: ada kasus yang langsung diproses cepat, ada yang diabaikan.
Faktor subjektifitas aparat (seperti siapa pelapornya, atau siapa yang
dilaporkan) seringkali mempengaruhi jalannya proses hukum, sehingga
menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Selain itu,
kadang-kadang aparat lupa bahwa delik penghinaan adalah delik aduan,
artinya hanya boleh diproses kalau ada pengaduan dari korban yang merasa

dirugikan secara langsung.®

63 Siagian, A. (2025). Hukum Pers: Menjamin Kebebasan pers Berbasis Keadilan. CV. Gita lentera.
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Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 telah menguji konstitusionalitas pasal
ini dan menyatakan bahwa pasal tersebut konstitusional sepanjang dimaknai
sesuai dengan penjelasan pasal dan mengacu pada ketentuan KUHP.** Namun,
dalam praktiknya, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan pasal ini.

2) Pasal 28 ayat (2) - Ujaran Kebencian
Rumusan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."®
Pasal ini juga menimbulkan kontroversi karena:
- Ketidakjelasan definisi "rasa kebencian" atau "permusuhan"

Istilah "rasa kebencian" dan "permusuhan" tidak dijelaskan lebih rinci
dalam UU ITE atau dalam undang-undang lainnya. Akibatnya, batasan
antara kritik, opini keras, satire, dengan ujaran kebencian menjadi kabur. Ini
menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang dapat
membingungkan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang
dilarang.

- Potensi pembatasan terhadap diskusi publik tentang isu-isu sensitive

4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan nomor 50/puu-vi/2008 tentang
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta:
Mahkamah Konstitusi.

65 Widayati, 1. S. (2020). Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya. Info Singkat, 10(6),
1-6.
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Pasal ini berisiko membungkam diskusi terbuka tentang masalah-
masalah penting terkait SARA. Misalnya, diskusi akademik, sejarah, atau
kritik terhadap praktik sosial berbasis identitas SARA bisa dianggap
"menimbulkan kebencian" jika ditafsirkan secara kaku. Padahal, dalam
masyarakat demokratis, diskusi soal isu-isu sensitif justru diperlukan untuk
mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

- Subjektivitas dalam penilaian unsur "ditujukan untuk menimbulkan".

Unsur niat atau tujuan ("ditujukan untuk menimbulkan") sangat
subjektif, karena sulit membuktikan secara objektif apakah seseorang benar-
benar bermaksud menimbulkan kebencian atau tidak. Hal ini membuka
peluang bagi aparat penegak hukum untuk menilai berdasarkan persepsi,
asumsi, atau tekanan politik, bukan berdasarkan bukti yang kuat. Akibatnya,
ada potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik politik atau
perbedaan pendapat.®® SE Kapolri No. 6/X/2015 telah berupaya memberikan
panduan penerapan pasal ini, namun masih terdapat ketidakpastian dalam
implementasinya.®’

¢. Mekanisme Perlindungan dalam UU ITE
Meskipun banyak dikritik, UU ITE juga memuat ketentuan yang memberikan

perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial:

% Siagian, A. (2024). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka
Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia)).

67 Reformasi, R., & Ravio, S. M. K.(2022). Refleksi Reformasi: Menuju Orde Paling Baru?.
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1) Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) - Peran Pemerintah
UU ITE mengamanatkan pemerintah untuk:
- Melakukan pencegahan penyebarluasan konten yang dilarang.

Pasal 40 ayat (2a) mengamanatkan pemerintah untuk melakukan
pencegahan terhadap penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Ini meliputi konten yang
mengandung muatan yang melanggar hukum seperti pornografi anak,
terorisme, ujaran kebencian berbasis SARA, dan penipuan daring.
Mekanisme pencegahan dilakukan dengan cara seperti pemutusan akses
(take down) atau pemblokiran situs yang memuat konten bermasalah. Tujuan
utamanya adalah menjaga keamanan, ketertiban umum, dan melindungi
warga negara dari kerugian akibat konten ilegal. Walaupun demikian, dalam
implementasinya, kebijakan take down ini tetap harus memperhatikan
prinsip proporsionalitas dan tidak boleh berlebihan, agar tidak
mengorbankan kebebasan berekspresi.

- Melindungi kepentingan umum dari segala bentuk bahaya yang disebabkan
oleh penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu keamanan
umum. %

Pasal 40 ayat (2b) menegaskan bahwa pemerintah wajib melindungi
kepentingan umum dari segala bentuk gangguan yang diakibatkan oleh

penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

8 Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Penyelenggaran
Sistem Elektronik Dalam Pencegahan Kejahatan. Synergy: Jurnal llmiah Multidisiplin, 2(01), 62-74.
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"Kepentingan umum" di sini termasuk perlindungan terhadap individu dari
fitnah online, penipuan daring, kejahatan dunia maya, dan serangan terhadap
privasi. Ini berarti bahwa selain melakukan pencegahan, pemerintah juga
bertugas memberikan perlindungan aktif terhadap masyarakat
Ketentuan ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-
langkah perlindungan terhadap warga negara, termasuk dalam konteks
penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang merugikan.
2) Pasal 26 - Perlindungan Data Pribadi

UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi terkait

penggunaan media sosial melalui ketentuan:

- Setiap penggunaan data pribadi harus mendapat persetujuan dari pemilik
data

Ketentuan ini berarti bahwa sebelum data pribadi seseorang digunakan,

harus ada persetujuan eksplisit dari pemilik data tersebut. Data pribadi di sini
mencakup segala informasi yang berkaitan dengan identitas individu, seperti
nama, alamat, nomor telepon, email, foto, hingga data biometrik. Dalam
konteks media sosial, misalnya, seseorang yang ingin menggunakan foto
atau informasi pribadi orang lain untuk keperluan publikasi, promosi, atau
tujuan lain harus terlebih dahulu meminta izin dari orang tersebut. Prinsip
ini bertujuan untuk menjaga hak setiap individu atas privasinya serta
memberikan kendali penuh terhadap bagaimana informasi pribadinya

digunakan di ruang digital.
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- Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan®

Pasal 26 juga memberikan mekanisme perlindungan hukum kepada
individu apabila hak atas data pribadinya dilanggar. Jika ada penggunaan
data pribadi tanpa persetujuan, individu yang dirugikan berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan. Gugatan ini bisa bertujuan untuk meminta
penghapusan data, menuntut penghentian penggunaan data, atau meminta
ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya hak untuk
mengajukan gugatan, undang-undang memberikan alat bagi masyarakat
untuk mempertahankan hak-haknya atas data pribadi dan menuntut
pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan
data pribadi ini menjadi fondasi penting bagi keamanan pengguna media

sosial dalam mengekspresikan pendapatnya.

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial

berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan regulasi terkait lainnya di Indonesia menegaskan bahwa
kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin

oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.7°

8 Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan
Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Journal de Facto, 8(2), 108-121.

70 Shandika, S., & Setiawan, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan
Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi. In Bandung Conference
Series: Law Studies (Vol. 3, no. 1, pp. 415-420).
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UU Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan
berpendapat, termasuk di media sosial, dengan menegaskan bahwa setiap orang
berhak menyatakan pikiran dan pendapatnya secara bebas, selama tidak melanggar
norma hukum dan etika. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU ITE (UU No.
11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016) yang mengatur hak menyampaikan
pendapat secara elektronik, khususnya dalam Pasal 27A yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak menyatakan pendapatnya melalui media elektronik.”!

Meskipun kebebasan berpendapat dilindungi, UU 1 Tahun 2023 serta UU ITE
menegaskan bahwa hak tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan dilakukan untuk
melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan mencegah penyebaran
konten yang melanggar hukum seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran
nama baik. Dalam hal ini, UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak
pelanggaran di media sosial yang merugikan orang lain.

UU 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai
tanggung jawab dan harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak menimbulkan
kerugian atau keresahan di masyarakat. Ketentuan ini mendukung prinsip bahwa
kebebasan berpendapat di media sosial harus seimbang dengan perlindungan hak
orang lain dan ketertiban umum.’

UU ini juga memperkuat mekanisme hukum untuk menanggulangi penyebaran

konten ilegal di media sosial, seperti ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks, yang

"I Lakapu, S. S., stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2024). Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial
di Indonesia. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 134-144.

2 Habibie, M. A., & Michael, t. (2025). Ketimpangan Pena Jurnalis Atas Kriminalisasi Kemerdekaan
dan Kebebasan Pers. Journal Evidence of Law, 4(1), 239-250.
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diatur dalam UU ITE. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan adil,
sehingga hak kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa mengorbankan hak

orang lain.

a. Filosofi Perlindungan Hukum Pidana dalam Konteks Kebebasan
Berpendapat

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) merupakan pembaruan dari KUHP lama warisan kolonial Belanda dan
menjadi titik utama dalam sistem hukum pidana negara ini.”* UU ini memiliki
beberapa ketentuan yang berdampak pada kebebasan berpendapat, termasuk
dalam konteks media sosial. Filosofi dasar KUHP baru adalah memberikan
keamanan hukum dan perlindungan masyarakat serta mempertahankan hak asasi
manusia, termasuk dalam hal kebebasan berekspresi.”*

Sebagai landasan teoretis, pendekatan ini dapat dijelaskan melalui Teori
Perlindungan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T. Kansil, bahwa
perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan rasa
aman secara lahir dan batin terhadap warga negara dari segala bentuk gangguan

atau pelanggaran hukum.’”> Maka, dalam hal ini, kebebasan berpendapat harus

3 Nasution, M. 1., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian
Literatur atas KUHP Baru. Judge: Jurnal Hukum, 5(01), 16-23.

4 Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. 4I-Manhaj:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837-844.

> Kansil, C. S. T. (2017). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
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dijaga dari kriminalisasi yang tidak proporsional, namun juga tidak dibiarkan
melanggar hak atau ketertiban umum.

Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, "KUHP baru berupaya
menyeimbangkan antara perlindungan terhadap ketertiban umum dan
penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk kebebasan berpendapat
adalah termasuk hak konstitusional warga negara."’® Ini menunjukkan bahwa
negara berusaha mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, KUHP baru juga mengantisipasi banyak jenis
penyalahgunaan kebebasan yang terjadi di ruang digital, seperti penyebaran
ujaran kebencian berbasis SARA, fitnah, dan hoaks yang dapat mengancam
ketertiban umum. Namun, ketentuan pidana tersebut disusun dengan kehati-
hatian agar tidak menjadi alat represi politik. ’Dengan pendekatan demikian,
filosofi hukum pidana dalam KUHP baru mencoba menjaga keseimbangan

dinamis antara kebebasan dan keteraturan dalam masyarakat demokratis yang

beradab.

76 Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran
KUHP 2023 Dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. A/-ganun: Jurnal Pemikiran dan
Pembaharuan Hukum Islam, 27(1), 15-31.

77 Damar Juniarto.(2022). Tantangan Demokrasi Digital dan Reformasi Hukum Pidana, him. 30.
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b. Prinsip-Prinsip Utama KUHP yang Berdampak pada Kebebasan
Berpendapat
KUHP baru mengandung beberapa prinsip utama yang berdampak pada
kebebasan berpendapat di media sosial:
1) Prinsip Keseimbangan (Asas Keseimbangan)

KUHP baru menekankan keseimbangan antara kepentingan perorangan,
kepentingan negara, dan kepentingan umum. Ini termasuk keseimbangan
dalam kepentingan ketertiban umum dan hak kebebasan berpendapat.’®

2) Prinsip Legalitas yang Diperluas (Pasal 1)

KUHP baru mempertahankan asas legalitas yang menjamin kepastian
hukum, yang berarti seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebelumnya. Kepastian hukum memberikan
perlindungan secara yuridis terhadap subjek hukum untuk dapat terpenuhi
kepentingan hukumnya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak akan
tercipta jaminan terpenuhinya perlindungan hukum bagi subjek hukum yang
terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kepastian hukum juga merupakan
perwujudan daripada amanat konstitusi bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum.”Pasal 1 KUHP baru memperluas prinsip ini dengan

menyatakan bahwa "ketentuan peraturan perundang-undangan pidana berlaku

8 Pratama, K. Y. (2025). Telaah Politik Hukum Dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juris Delict
Journal, 1(2), 65-75.

7% Fathin Habibullah, M., Natangsa Surbakti, S. H., & Aidul Fitriciada Azhari, S. H. (2023). Kepailitan
Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018: Kasus First Travel) (Universitas
Muhammadiyah Surakarta).
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bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”%°
3) Prinsip Proporsionalitas
KUHP baru menekankan bahwa pidana harus proporsional dengan
beratnya tindak pidana dan kesalahan pelaku. Prinsip ini penting dalam
konteks tindak pidana terkait kebebasan berpendapat, termasuk penghinaan

dan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media sosial.®!

c. Ketentuan Spesifik dalam KUHP yang Terkait Kebebasan Berpendapat
KUHP baru memuat beberapa ketentuan yang secara spesifik terkait
dengan kebebasan berpendapat:
1) Pengaturan tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
KUHP baru mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik
dalam Pasal 440-448. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru
mengategorikan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan sebagai penghinaan
terhadap simbol negara.®? Hal ini berimplikasi pada bagaimana seseorang

dapat mengekspresikan kritik terhadap pejabat negara di media sosial.

80 Christianto, H. (2019). Pembaharuan Makna asas legalitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 39(3).
81 Ayun, S. Q. (2024). Analisis Yudiris Terhadap Penerapan Hukum Positif Tentang Penghinaan
Terhadap Lembaga Negara Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial (Doctoral Dissertation,
Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

82 Aprilianti, D. (2024). Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP

Baru. Pampas: Journal of Criminal Law, 5(2), 183-196.
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2) Ketentuan tentang Penyebaran Informasi yang Menyesatkan
Pasal 263-264 KUHP baru mengawasi penyebaran berita palsu yang
dapat menimbulkan ketegangan sosial. Penyebaran pendapat dan informasi
di ruang publik, termasuk media sosial, dipengaruhi oleh peraturan ini.%
3) Pengaturan tentang Ujaran Kebencian
Pasal 219-220 KUHP baru memuat ketentuan mengenai ujaran
kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang

lebih komprehensif. Ketentuan ini menetapkan batasan dalam kebebasan

berpendapat untuk mencegah perpecahan sosial akibat ujaran kebencian.®*

d. Implikasi KUHP Baru terhadap Media Sosial
KUHP baru memberikan implikasi signifikan terhadap aktivitas di media sosial:
1) Tanggung Jawab Pengguna Media Sosial
Pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam mengekspresikan
pendapat untuk tidak melanggar ketentuan dalam KUHP baru.
2) Peran Platform Media Sosial
Platform media sosial mempunyai ketentuan dalam memastikan bahwa
penggunanya tidak melanggar ketentuan KUHP baru. Meski tidak diatur

secara langsung dalam KUHP, kewajiban platform media sosial dalam

8 Harlaela, A. S. (2020). Tanggapan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fisip Universitas Hasanuddin
Terhadap Berita Hoax Ratna Sarumpaet (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

8 Choiriyati, W., & Windarsih, A. (2019). Media Ethics in New Technology Culture (Reviewing The
Internet Ethics Versus the Information and Electronic Transaction Act). Jurnal Masyarakat &
Budaya, 21(2).
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moderasi konten dapat merujuk pada ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.®’
3) Penegakan Hukum di Ruang Digital
KUHP baru memperkuat dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap
pelanggaran di ruang digital, termasuk media sosial. Pasal 134 KUHP baru
menegaskan bahwa tindak pidana dianggap dilakukan di Indonesia jika sarana
teknologi informasi yang digunakan berada di luar wilayah Indonesia yang
hasilnya dirasakan atau terjadi di Indonesia.3®
4) Harmonisasi UU ITE dan UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perlindungan
Kebebasan Berpendapat
a. Komplementaritas Kedua Undang-Undang
UU ITE dan KUHP baru, jika diharmonisasikan, dapat menciptakan
ekosistem perlindungan yang komprehensif bagi kebebasan berpendapat di
media sosial. Kedua undang-undang ini bersifat komplementer:
- UU ITE fokus pada pengaturan perilaku dan konten digital secara spesifik
- KUHP baru memberikan fondasi hukum pidana umum yang juga berlaku

di ruang digital

85 Immanuel, 1. G. D. (2024). Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten

Ilegal (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

8 Palasenda, N. F., & Hakim, C. (2025). Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat
Perspektif Hukum Islam. Binamulia Hukum, 14(1), 85-97.

63



Komplementaritas ini menciptakan kerangka hukum yang lebih holistik

dalam melindungi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.?’

b. Penguatan Aspek Preventif dan Edukatif

Harmonisasi kedua undang-undang memperkuat aspek preventif dan

edukatif dalam perlindungan kebebasan berpendapat

3. Perbandingan UU ITE Dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 Terkait Kebebasan
Berpendapat di Media Sosial

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh

konstitusi Indonesia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya. Dalam konteks era digital, kebebasan ini menghadapi

tantangan khusus, terutama terkait pengaturan aktivitas di media sosial.

Tabel 1. 1 Perbandingan Undang-Undang

No. | Aspek UU ITE (UU No. 11 Tahun | UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP
2008, jo. UU No. 19 Tahun | Baru)
2016)

1. | Kebebasan Tidak diatur secara eksplisit, | Diakui secara terbatas, dengan

Berpendapat | namun menjadi perhatian | ketentuan pidana untuk ujaran
melalui pembatasan konten | kebencian, hoaks, dll.
digital.

2. | Penghinaan Pasal 27 ayat (3): Setiap orang | Pasal =~ 433-437:  Mengatur
dan dilarang penghinaan terhadap individu,
Pencemaran | mendistribusikan/transmisi/m | dengan penyesuaian konteks
Nama Baik enyebarkan informasi yang | digital. Ada ketentuan baru soal

memuat kritik terhadap pejabat.

87 Sania Rahmawati, S. R. (2024). Peningkatan Profesionalitas Kinerja Polri Ditinjau dari Aspek Hak
Asasi Manusia (Studi Kasus di Polda Jateng) (Doctoral Dissertation, Upt. Perpustakaan Undaris).
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penghinaan/pencemaran nama
baik.
Ujaran Pasal 28 ayat (2): Dilarang | Pasal 300—302: Mengatur tindak
Kebencian/S | menyebarkan informasi yang | pidana diskriminasi dan ujaran
ARA menimbulkan kebencian | kebencian dengan cakupan lebih
berdasarkan SARA. luas.
Penyebaran | Pasal 28 ayat (1): Melarang | Pasal =~ 263-264:  Menyasar
Berita penyebaran informasi palsu | penyebaran berita bohong yang
Bohong yang menimbulkan kerugian | dapat menyebabkan keonaran
(Hoaks) konsumen. atau keresahan publik.
Penghinaan | Tidak diatur secara spesifik. | Pasal 240-241, 351: Kritik
terhadap Namun sering dijerat dengan | terhadap presiden dan lembaga
Penguasa pasal pencemaran nama baik. | negara masih dapat dipidana jika
atau dianggap menyerang
Lembaga kehormatan  atau  martabat.
Negara Namun ada pengecualian untuk
kepentingan umum.
Cakupan di | Langsung menyasar konten | Berlaku juga untuk media sosial,
Media Sosial | digital di internet/media sosial | meskipun tidak disebut secara
khusus
Sanksi Bervariasi (paling banyak 6 | Pidana penjara atau denda;
Pidana tahun dan/atau denda | beberapa pasal memiliki sanksi
maksimal Rp1 miliar). yang lebih ringan dari UU ITE
namun lebih rinci.
Arah Banyak  dikritik  karena | Lebih terperinci dan mencoba
Reformasi multitafsir dan  ancaman | menyeimbangkan antara
Hukum terhadap kebebasan | perlindungan kehormatan dan
berekspresi. kebebasan berekspresi walaupun
masih mengandung potensi pasal
karet, dan masih banyak menuai
kritik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang

diundangkan pada tahun 2008 bertujuan mengatur transaksi dan informasi
elektronik termasuk aktivitas di media sosial. Namun, UU ITE sering dinilai
memiliki pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan

berpendapat secara berlebihan, terutama dalam hal pencemaran nama baik dan
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ujaran kebencian.®® Hal tersebut menyebabkan munculnya efek "chilling effect"
dimana pengguna media sosial merasa takut untuk mengekspresikan pendapatnya
secara bebas.

Sebagai respons terhadap isu ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-
Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang merevisi sejumlah ketentuan hukum pidana, termasuk pengaturan kebebasan
berpendapat. UU No. 1 Tahun 2023 lebih menekankan perlindungan hak
berpendapat yang proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta
memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengguna media sosial.®
Undang-undang ini berusaha mengurangi penafsiran yang multitafsir dan
memberikan ruang yang lebih aman bagi penyampaian pendapat di ranah digital.

Dasar konstitusional yang menjadi landasan utama dari pengaturan ini adalah
Pasal 28F UUD 1945, yang menggariskan hak setiap orang untuk berkomunikasi
dan mengakses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. UU No. 1 Tahun
2023 secara eksplisit mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional ini, sehingga
harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan konstitusi menjadi lebih
kuat. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai
penyempurnaan yang memperbaiki ketidaksesuaian dan kekhawatiran yang timbul

dari penerapan UU ITE sebelumnya.

8 Sutrisno, D. (2022). "UU ITE dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Tantangan dan
Implikasi". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(4), 451-466.

8 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). "Perubahan Kedua atas UU
ITE untuk Kepastian Hukum di Ruang Digital". Tersedia secara online di:
https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-
digital/
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Secara komparatif, UU ITE cenderung menggunakan pasal-pasal dengan
redaksi yang luas sehingga rawan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan
berpendapat, sementara UU No. 1 Tahun 2023 menghadirkan batasan yang lebih
jelas dan proporsional, memperhatikan keseimbangan antara kebebasan
berpendapat dan perlindungan atas hak maupun ketertiban umum.®® Perubahan ini
penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih kondusif dan demokratis, di
mana hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dapat terlindungi tanpa

mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Contoh Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
a. Kasus Putusan Nomor 78/PUU-XX1/2023

Dalam perkara atas nama Haris Azhar, isu hukum utama yang menjadi
pokok permasalahan adalah apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau
penghinaan melalui media elektronik sebagaimana didakwakan oleh Penuntut
Umum. Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan ini menjadi signifikan mengingat posisi
terdakwa sebagai seorang aktivis dan pembicaraan yang dilakukan merupakan

bagian dari ruang publik digital.

% Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2023). "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU No. 1 Tahun
2023 dan UUD 1945". Jurnal Spektrum Hukum, 11(1), 12-25.
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Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan beberapa ketentuan
hukum sebagai dasar pertimbangan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa
setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau
mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat (3) mengatur ancaman pidananya. Selain
itu, Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan secara lisan maupun tulisan,
sedangkan Pasal 311 KUHP menyatakan bahwa apabila penghinaan dilakukan
dengan tuduhan yang tidak benar dan diketahui demikian, maka pelaku dapat
dikenakan pidana tambahan. Namun, ketentuan hukum positif tersebut harus
ditafsirkan sejalan dengan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, serta norma-norma hak asasi
manusia dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam
konteks tersebut, pengadilan wajib menyeimbangkan antara perlindungan
terhadap kehormatan seseorang dan perlindungan atas kebebasan berpendapat di
ruang publik.

Dalam perkara ini, Harish Azhar bersama Fatia Maulidiyanti didakwa
mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui konten video di kanal YouTube yang
berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!
Jenderal BIN juga Ada!!”. Dalam video tersebut, Harish berdiskusi dengan Fatia
mengenai isi laporan riset yang mengaitkan sejumlah pejabat, termasuk Luhut,
dengan bisnis pertambangan di Papua. Berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan
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bagian dari diskursus akademik yang bertujuan untuk membangun kontrol sosial
terhadap pejabat publik. Tidak ditemukan bukti adanya niat jahat dari terdakwa
untuk mencemarkan nama baik, dan pernyataan yang disampaikan bersumber
dari hasil riset yang sah serta dapat diverifikasi. Oleh karena itu, menurut Majelis
Hakim, pernyataan Harish tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE
maupun KUHP.

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan, Majelis Hakim
menyatakan bahwa Harish Azhar tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan
bahwa tindakan Harish merupakan bentuk pelaksanaan hak atas kebebasan
berekspresi yang sah dan tidak dapat dikriminalisasi. Tindakan tersebut bahkan
dinilai sebagai bagian penting dari praktik demokrasi, terutama dalam konteks
pengawasan masyarakat terhadap kinerja pejabat publik. Dengan demikian,
terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (vrijspraak). Putusan ini
menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap ruang berekspresi dalam
masyarakat demokratis, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis

pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.”!

91 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 78/PUU-XX1/2023 Tentang
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
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b. Kasus Putusan Nomor 115/PUU-XXI1/2024

Dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Jovi Andrea,
pokok permasalahan hukum yang dikaji Mahkamah Konstitusi adalah apakah
ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pelaksanaan putusan
terhadap terdakwa yang tidak hadir (in absentia), bertentangan dengan hak-hak
konstitusional warga negara, khususnya hak atas peradilan yang adil,
perlindungan hukum, serta hak untuk membela diri sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Permasalahan ini penting mengingat dalam sistem
hukum pidana nasional, kehadiran terdakwa dalam proses peradilan merupakan
bagian dari prinsip fair trial yang diakui secara universal.

Aturan yang relevan dalam konteks ini mencakup Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NKRI Tahun 1945, yang
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi. Selain itu, Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan
bahwa tidak merupakan pencemaran nama baik jika perbuatan dilakukan demi
kepentingan umum. Di sisi lain, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE
mengatur tentang larangan mendistribusikan informasi elektronik yang
melanggar kesusilaan.

Dalam penerapannya, pemohon, Jovi Andrea Bachtiar, mengajukan

permohonan uji materiil terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dengan alasan
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bahwa ketentuan tersebut berpotensi mengkriminalisasi kritik yang
dilontarkannya terhadap penyimpangan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan yang ada dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, yang
merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain
itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa ketentuan yang mengatur
tentang kesusilaan dalam UU ITE dan KUHP tidak memberikan definisi yang
jelas, sehingga dapat disalahgunakan untuk menjerat individu yang
menyampaikan kritik yang sah.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 310
ayat (3) KUHP dan beberapa pasal dalam UU ITE 2024 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945, karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak
konstitusional pemohon untuk berpendapat dan mendapatkan perlindungan
hukum. Oleh karena itu dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan
permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa ketentuan-
ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara konstitusional agar tidak
menimbulkan ambiguitas yang dapat merugikan hak asasi manusia.
Rekomendasi yang dapat diambil dari analisis ini adalah perlunya revisi dan
klarifikasi lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU ITE

untuk memastikan bahwa hak kebebasan berpendapat dilindungi dan tidak ada
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potensi kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan kritik yang
konstruktif.*?

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum
terhadap kebebasan berpendapat di media sosial menurut UU ITE dan UU No. 1
Tahun 2023 masih mengandung tantangan serius. Meskipun kedua regulasi
tersebut memuat ketentuan yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan
melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi digital, namun
implementasinya seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi
membatasi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat
secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang seimbang dan kehati-
hatian dalam penerapan ketentuan hukum agar tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin kebebasan

berekspresi di ruang digital yang semakin kompleks.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan
Berpendapat pada Masyarakat di Indonesia

1. Faktor Regulasi dan Implementasi Hukum
a. Kerangka Regulasi yang Kompleks dan Terfragmentasi

Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia

dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang kompleks dan terfragmentasi. Selain

92 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 115/PUU-XXI1/2024

Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
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UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan UU Nomor 1
Tahun 2023, terdapat berbagai regulasi lain yang terkait:

1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

2. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. KUHP dan RUU KUHP

Kompleksitas ini seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum
dan ketidakpastian bagi masyarakat tentang batasan-batasan yang jelas dalam

mengekspresikan pendapat di media sosial.”

b. Implementasi yang Tidak Konsisten
Studi oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) mengidentifikasi
ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 27 dan 28 UU ITE. Dari 324 kasus
yang dianalisis antara 2016-2020:
1. 30% kasus melibatkan kritik terhadap pejabat publik
2. 42% kasus tidak memiliki unsur kepentingan umum yang jelas
3. 64% putusan tidak mempertimbangkan konteks dan proporsionalitas

4. 78% kasus tidak menggunakan pendekatan restorative justice”

% Putra, R. K., Kriswandaru, A. S., & Imaliya, T. (2024). Kajian Hukum Tata Negara Terkait
Pembatasan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial di Era Pandemi Covid-19: Pendekatan Deskriptif
Kualitatif. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(4), 857-872.

% Budiman, A. A. (2021). Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) Tentang
Pencemaran Nama Baik, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).

73



Variasi interpretasi ini menimbulkan efek mengerikan (chilling effect) terhadap
kebebasan berpendapat, dimana masyarakat menjadi takut untuk

mengekspresikan pendapatnya karena ketidakpastian hukum.*>

c. Ketidaksesuaian antara Norma Konstitusional dan Peraturan Turunan
Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD
1945. Namun, dalam praktiknya, jaminan ini sering berbenturan dengan
peraturan turunan seperti UU ITE yang mengandung pasal-pasal multitafsir.
Ketidaksesuaian antara norma ideal dan hukum positif ini menimbulkan ruang
kriminalisasi terhadap ekspresi publik, terutama melalui Pasal 27 dan Pasal 28
UU ITE.%®
Penelitian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar penerapan UU
ITE dalam perkara ekspresi digital dilakukan tanpa mempertimbangkan asas
proporsionalitas dan kepentingan publik.”” Asas proporsionalitas menuntut agar
pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dilakukan secara seimbang,
yakni hanya sejauh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang
sah dan tidak berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun
dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal karet dalam

UU ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik atau ujaran kebencian,

% Limilia Putri, & Fuady Ikhsan. (2021). Literasi Media, Chilling Effect, dan Partisipasi Politik
Remaja, Universitas Padjadjaran.

% Siregar, R. H. (2020). Digital Activism and Freedom of Expression in Indonesia: Navigating Legal
and Societal Constraints. Journal of Southeast Asian Studies, 51(2), 234-251.

7 ICJR. (2021). Kebebasan Berpendapat dan Penggunaan UU ITE di Indonesia: Laporan Kasus 2016
2020.
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diterapkan secara kaku dan represif, tanpa mengukur sejauh mana ekspresi
tersebut benar-benar membahayakan ketertiban umum atau merugikan hak orang
lain secara nyata.”®

penerapan yang tidak memperhatikan kepentingan publik cenderung
mengabaikan fakta bahwa ekspresi yang dilaporkan seringkali merupakan bagian
dari kritik terhadap pejabat publik, institusi pemerintah, atau kebijakan negara.
Kritik seperti itu, dalam kerangka negara demokratis, justru seharusnya
dilindungi dan dianggap sebagai kontribusi positif bagi perbaikan tata kelola
pemerintahan.” Alih-alih membedakan antara ekspresi yang layak mendapat
perlindungan dan yang benar-benar berbahaya, aparat penegak hukum dalam
banyak kasus memilih untuk memproses laporan secara formalistis, hanya
berpatokan pada unsur formil pelanggaran tanpa mempertimbangkan konteks
sosial, niat, maupun pentingnya ekspresi tersebut bagi kepentingan masyarakat
luas.

Ketidakhadiran pertimbangan terhadap proporsionalitas dan kepentingan
publik ini tidak hanya menghambat perkembangan budaya demokrasi digital di
Indonesia, tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk
menyuarakan pendapatnya secara bebas di ruang daring. Fenomena chilling

effect atau efek jera akibat penggunaan UU ITE secara berlebihan pun menjadi

% Damar Juniarto,(2019). Digital Rights in Indonesia: Annual Report.
9 Wahyudi Djafar,(2020). “Problematika Penegakan UU ITE Dalam Kasus Kebebasan Ekspresi,”
Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, no. 2 (2020): 401-402.
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ancaman nyata terhadap hak konstitusional warga negara untuk berekspresi dan

berpartisipasi dalam diskursus publik.'®

d. Kelemahan Implementasi dan Kurangnya Reformasi
Implementasi kebebasan berpendapat juga terganjal oleh keterbatasan
pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip HAM. Banyak tindakan
penegakan hukum yang bersifat represif karena ketiadaan pedoman operasional

101

yang jelas dan minimnya pelatihan berbasis HAM.'™' Reformasi yang dilakukan,

seperti SKB Pedoman UU ITE, belum mampu menyelesaikan persoalan
substansi dan interpretasi hukum yang bermasalah.!'??

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sejumlah
kasus pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi
di Indonesia, khususnya dalam konteks media sosial dan ruang digital.
Berdasarkan laporan Komnas HAM selama periode 2020 hingga 2021, tercatat
sebanyak 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat. Dari jumlah tersebut,
sekitar 52 persen atau sekitar 21 kasus terjadi di ruang digital, yang meliputi

media sosial, email, aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, serta platform

komunikasi daring lainnya seperti Zoom.

190 Firmandono,H. Y.(2020). Chilling Effect Dalam Penegakan Hukum Pidana di Dunia Digital.
Yogyakarta: FH UGM Press.

191 Dewi, S. R. (2020). Penafsiran Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Sosio-Legal
UU ITE. Yustisia, 9(3), 405-420.

102 Tbid.
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Pelanggaran yang terjadi di ruang digital mencakup berbagai bentuk, mulai
dari serangan digital seperti peretasan akun (hijacking), intimidasi daring, hingga
kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan pendapat secara terbuka di
media sosial. Pada tahun 2020, Komnas HAM mencatat 9 kasus serangan digital,
yang kemudian meningkat menjadi 12 kasus pada tahun 2021. Selain itu, terdapat
pula 18 kasus kriminalisasi dan 8 kasus intimidasi, ancaman, atau teror terhadap
pelaku ekspresi pendapat di ruang maya.

Memasuki periode Januari 2020 hingga Februari 2024, Komnas HAM
menerima sebanyak 73 aduan yang terkait dengan pelanggaran kebebasan
berpendapat dan berekspresi. Dari jumlah tersebut, setidaknya 11 aduan
berkaitan langsung dengan penggunaan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam konteks pencemaran nama
baik yang sering kali digunakan untuk membungkam kritik atau ekspresi di
media sosial.'%

Data ini menunjukkan bahwa ruang digital, khususnya media sosial, telah
menjadi medan utama pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia.
Meningkatnya jumlah pengaduan dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa
ekosistem digital masih belum sepenuhnya aman dan adil bagi setiap warga
negara yang ingin menyampaikan pandangan atau kritiknya. Komnas HAM pun

menegaskan bahwa praktik-praktik kriminalisasi terhadap ekspresi pendapat,

103 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). Pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat
terjadi di ruang digital. https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2022/01/17/2065/komnas-
ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html
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termasuk melalui pasal-pasal karet dalam UU ITE, perlu segera dihentikan guna

menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam era digital.

2. Faktor Literasi Digital Masyarakat
a. Kondisi Literasi Digital di Indonesia

Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang belum merata menjadi
faktor signifikan yang mempengaruhi perlindungan kebebasan berpendapat.
Berdasarkan Indeks Literasi Digital Nasional 2021:

1. Skor rata-rata literasi digital Indonesia: 3.49 dari skala 5

2. Kesenjangan literasi digital antara wilayah perkotaan (3.71) dan perdesaan
(3.25)

3. Aspek etika digital (3.02) dan keamanan digital (3.31) memiliki skor terendah

4. Hanya 36.8% responden yang memahami implikasi hukum dari aktivitas di
media sosial

Rendahnya literasi digital, terutama dalam aspek etika dan keamanan,
membuat masyarakat rentan terhadap pelanggaran maupun menjadi pelaku
pelanggaran tanpa disadari. Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih
tergolong rendah, terutama dalam membedakan antara ekspresi sah dan
pelanggaran hukum. Survei CfDS UGM menunjukkan bahwa mayoritas

masyarakat tidak memahami risiko hukum dari aktivitas daring mereka.'* Hal

104 Center For Digital Society (CFDS). (2022). Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Siber di
Kalangan Netizen Indonesia.
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ini menjadikan mereka rentan terhadap jerat pidana, sekaligus menciptakan iklim

ketakutan dalam berekspresi.

b. Rendahnya Kesadaran Hukum

Banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak konstitusional mereka
serta batasan hukum yang berlaku. Penelitian Hasani dan Azhar menunjukkan
bahwa pendidikan hukum berbasis HAM masih sangat terbatas di Indonesia. '%°
Akibatnya, masyarakat tidak memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk
memahami di mana batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum,
serta tidak memiliki alat kritis untuk melawan praktik represif yang mengancam
kebebasan sipil, termasuk ketika mereka menjadi korban pelaporan, doxing, atau
intimidasi atas pendapat yang disampaikan di media sosial. Kurangnya
pendidikan hukum yang berperspektif HAM ini juga berdampak pada rendahnya
partisipasi masyarakat dalam mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil dan

akuntabel.

¢. Program Pengembangan Literasi Digital
Pemerintah dan masyarakat sipil telah menginisiasi berbagai program
pengembangan literasi digital:
1. Program Siberkreasi oleh Kementerian Kominfo yang telah menjangkau 12.7

juta orang (2019-2022)

105 Hasani, 1., & Azhar, M. (2019). Literasi Hukum dan Kewarganegaraan Demokratis di Indonesia.
Jurnal Hukum Internasional dan Perbandingan Indonesia, 6(1), 31-54.
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2. Digital Citizenship Curriculum oleh ICT Watch di 215 sekolah (2020-2022)

3. Gerakan Nasional Literasi Digital oleh MAFINDO yang telah melatih 25.000
relawan (2018-2022)

4. Program Duta Digital oleh 34 pemerintah daerah (2021-2023)

Efektivitas program-program ini masih perlu dievaluasi secara komprehensif,

namun menunjukkan adanya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital

masyarakat.

3. Faktor Peran Platform Media Sosial
a. Kebijakan Moderasi Konten dan Implikasinya

Kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh platform media sosial
global memiliki pengaruh signifikan terhadap kebebasan berpendapat di
Indonesia:

1. Kompleksitas penerapan standar komunitas global dalam konteks lokal
Platform media sosial pada umumnya menggunakan standar komunitas
global yang bersifat seragam untuk seluruh penggunanya di berbagai negara.
Standar ini dibuat untuk menjaga keselamatan, etika, dan keteraturan diskusi
publik di dunia maya. Akan tetapi, penerapan standar global tersebut
seringkali tidak mempertimbangkan secara mendalam keragaman nilai sosial,
budaya, dan norma hukum lokal. Di Indonesia, misalnya, ekspresi budaya

tertentu atau isu agama yang di suatu negara dianggap biasa saja, bisa
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menimbulkan sensitivitas tinggi.!

Ketidakcocokan ini menciptakan
kompleksitas dalam menentukan apakah suatu konten layak dihapus atau tetap
dipertahankan, dan seringkali berujung pada kontroversi yang memperuncing
ketegangan antara hak berekspresi dan kebutuhan menjaga ketertiban umum.

2. Ketidakseimbangan sumber daya untuk moderasi konten berbahasa Indonesia

Era globalisasi memposisikan teknologi informasi ke dalam posisi yang
penting karena dapat mewujudkan bagian dunia tanpa ada batasan, jarak,
ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi
waktu. Teknologi informasi mengubah hidup masyarakat luas dan
menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan hukum yang
berlangsung secara cepat.'?” Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet
terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi masalah ketimpangan
dalam moderasi konten. Banyak platform besar belum menyediakan sumber
daya manusia dan teknologi yang cukup untuk memahami kompleksitas
bahasa Indonesia dan berbagai dialeknya. Moderasi konten yang tidak
proporsional ini menyebabkan banyak ekspresi sah dalam bahasa lokal

menjadi salah ditafsirkan sebagai pelanggaran, sementara konten yang

bermuatan kebencian terkadang luput dari pengawasan. Kurangnya moderator

106 Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden
Decisions That Shape Social Media. New Haven: Yale University Press.

197 Yuspin, W., Azhari, A. F., Wardiono, K., Zuhdi, S., Kurnianingsih, M., & Marjanah, 1. D. (2024).
Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia
Di Hong Kong: Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection For
Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. PengabdianMu: Jurnal llmiah Pengabdian kepada
Masyarakat, 9(1), 95-104.
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lokal yang memahami konteks budaya dan sosial Indonesia memperparah
ketidakadilan dalam penerapan kebijakan moderasi tersebut.
3. Algoritma otomatis yang seringkali gagal memahami nuansa budaya dan

Bahasa

Selain sumber daya manusia, sebagian besar platform kini
mengandalkan algoritma otomatis berbasis kecerdasan buatan (Al) untuk
memilah dan memoderasi konten. Walaupun efisien dari segi skala, algoritma
ini belum mampu sepenuhnya memahami nuansa budaya, sarkasme, satir, atau
konteks historis dalam percakapan berbahasa Indonesia. Akibatnya, banyak
konten yang sebenarnya sah dan tidak melanggar hukum justru dihapus,
sementara konten yang berbahaya kadang-kadang tetap lolos.
Ketidakmampuan algoritma untuk memahami konteks ini menimbulkan
ketidakpastian hukum dan rasa frustrasi di kalangan pengguna.

4. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan moderasi'®®

Proses moderasi konten di platform sosial media global masih sangat
minim transparansi. Pengguna seringkali tidak diberikan penjelasan yang
memadai mengapa konten mereka dihapus, diturunkan peringkatnya, atau
bahkan akun mereka diblokir. Lebih parah lagi, tidak ada mekanisme banding
yang efektif dan adil untuk menantang keputusan tersebut. Kurangnya
transparansi ini merusak kepercayaan publik terhadap platform dan membuka

ruang bagi potensi penyalahgunaan, seperti bentuk sensor terselubung

108 Gumati, M. R. (2024). Kedaulatan Digital dan Kekuasaan Negara: Pendekatan Indonesia terhadap
Regulasi Platform Digital. Jispo Jurnal llmu Sosial dan Ilmu Politik, 14(1), 99-126.
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terhadap kritik sosial atau politik. Hal ini berdampak serius terhadap kualitas
demokrasi digital di Indonesia, di mana kebebasan berpendapat sangat krusial

bagi dinamika masyarakat.'®

b. Asimetri Kekuasaan dan Akuntabilitas Platform
Terdapat asimetri kekuasaan antara pengguna dan platform media sosial
yang mempengaruhi perlindungan kebebasan berpendapat:
1. Pengguna Indonesia sering menghadapi kesulitan dalam proses banding
keputusan moderasi
Banyak pengguna media sosial di Indonesia mengalami kesulitan ketika
ingin mengajukan banding terhadap keputusan moderasi konten yang mereka
anggap tidak adil. Proses banding yang tersedia sering kali tidak ramah
pengguna, rumit, dan kurang transparan. Bahasa yang digunakan dalam proses
ini juga biasanya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris, sehingga
menjadi hambatan tambahan. Akibatnya, banyak pengguna merasa frustrasi
dan tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk membela kontennya. '
2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak berimbang
Dalam menghadapi sengketa terkait moderasi konten, mekanisme yang

disediakan oleh platform lebih menguntungkan pihak perusahaan

105 Kompas Research & Development. (2025). Social Media Not Yet Safe for Digital Democracy —
mengaitkan kepercayaan publik yang rendah akibat moderasi tidak transparan dengan kondisi
demokrasi digital di Indonesia

119 Digital Rights Foundation. (2021). Content Moderation and Free Expression: A Global Perspective.
Lahore: DRF.
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dibandingkan pengguna. Platform memiliki kekuasaan penuh untuk menilai
dan memutuskan sebuah sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga yang
independen. Hal ini menyebabkan pengguna berada dalam posisi lemah
karena mereka tidak memiliki sarana efektif untuk menantang keputusan
tersebut. Prosedur yang berlaku lebih menekankan pada efisiensi platform
ketimbang perlindungan hak-hak pengguna.'!!
3. Keterbatasan jalur hukum bagi pengguna Indonesia terhadap perusahaan
global
Pengguna media sosial di Indonesia memiliki keterbatasan serius dalam
mengakses jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban platform global.
Karena kebanyakan perusahaan teknologi berbasis di luar negeri, hukum
nasional Indonesia memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan mengatur
tindakan mereka.!!? Pengguna yang merasa dirugikan sering kali tidak dapat
mengajukan gugatan secara efektif karena adanya kendala yurisdiksi dan
biaya yang tinggi untuk mengakses sistem hukum asing.
4. Peran gatekeeper platform dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh
diungkapkan
Platform media sosial memainkan peran sebagai penjaga gerbang

(gatekeeper) terhadap informasi yang beredar di ruang publik digital. Mereka

"'Wahyudi, 1. (2023). Problematika Moderasi Konten di Media Sosial: Antara Algoritma dan
Aksesibilitas Pengguna. Jurnal Media dan Demokrasi Digital, 4(1), 45-58.
https://doi.org/10.1234/jmdd.v4i1.2023

12 ELSAM. (2022). Kebijakan Hak Digital di Indonesia: Kritik terhadap Tata Kelola Platform Global.
Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
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memiliki kekuasaan untuk menentukan konten apa yang dianggap layak
disebarluaskan dan konten mana yang harus dibatasi atau dihapus. Dalam
menjalankan fungsi ini, keputusan platform sering kali didasarkan pada
standar komunitas internal dan pertimbangan komersial, bukan semata-mata
berdasarkan prinsip kebebasan berekspresi.!'*> Akibatnya, kebebasan
berpendapat di media sosial menjadi bergantung pada kebijakan privat yang

tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

¢. Moderasi Algoritmik dan Kekuasaan Platform

Media sosial telah menjadi ruang ekspresi dominan, namun kekuasaan
algoritma dan kebijakan privat platform sering kali menyingkirkan konten yang
sah. Moderasi yang tidak kontekstual dan tidak transparan menjadi bentuk baru
sensor privat. "*Dalam banyak kasus, konten yang dianggap kontroversial oleh
platform justru merupakan ekspresi sah dalam konteks hukum nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, platform media sosial telah memperketat
mekanisme moderasi untuk menyaring kata kasar, ujaran kebencian, pornografi,
dan konten tidak senonoh lainnya. Pendekatan utama mencakup penggunaan
teknologi canggih, kebijakan internal yang ketat, serta partisipasi pengguna dan

pemangku kepentingan eksternal.

113 Suzor, N. (2019). Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives. Cambridge:
Cambridge University Press.

114 Tapsell, R. (2019). Kekuatan Media di Indonesia: Oligarki, Warga Negara, dan Revolusi Digital.
Rowman & Littlefield.
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Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan YouTube
mengandalkan moderasi otomatis berbasis Al. Algoritma ini dilatih untuk
mengenali dan menyaring kata-kata ofensif dalam teks, gambar, dan video.
Meski sistem ini mampu memproses konten dalam skala besar, Al saja belum
cukup karena terbatas dalam pemahaman konteks; karenanya, moderator
manusia tetap diperlukan untuk menjamin akurasi dan keadilan.!'?

Setiap platform menerapkan kebijakan komunitas (community guidelines)
yang jelas — melarang ujaran kebencian, pelecehan, ancaman, kekerasan, dan
pornografi. Konten yang melanggar akan di-remove otomatis atau setelah
pelaporan, dan akun pelanggar dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan hingga
penonaktifan permanen.

Selanjutnya, fitur pelaporan (user report) menjadi jembatan antara Al dan
tim manusia. Pengguna dapat melaporkan konten yang dianggap tidak pantas,
dan tim moderator akan meninjaunya secara manual. Hal ini penting untuk
menangani kasus-kasus yang ambigu atau memerlukan konteks lokal.

Platform juga memberikan kontrol pengguna, seperti filter kata khas (custom
blocked words), menyembunyikan komentar otomatis, atau menerapkan mode
terbatas (misalnya akun anak-anak). Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur

pengalaman digital mereka sendiri.''

115 Popken, A. (2024). Insider Q&A: Trust and safety exec talks about Al and content moderation
116 Andarningtyas, N. (2022). Perihal moderasi konten di Indonesia
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Di Indonesia, Kominfo aktif bekerja sama dengan platform dalam memantau
dan menurunkan konten negatif melalui sistem pelaporan nasional. Hingga
Februari 2024, Kemenkominfo telah memblokir 4,8 juta konten negatif di media
sosial, termasuk 1,9 juta konten di platform populer seperti Twitter, Facebook,
dan Instagram®. Selain itu, mereka juga meluncurkan layanan aduan publik dan

program kontra-narasi untuk mengurangi hoaks.'!’

. Tantangan Yurisdiksi dan Penegakan Hukum

Yurisdiksi dan penegakan hukum terhadap platform global menjadi
tantangan dalam perlindungan kebebasan berpendapat:
1. Keterbatasan yurisdiksi Indonesia terhadap perusahaan yang berbasis di luar
negeri
Indonesia menghadapi kesulitan mendasar dalam menerapkan
kewenangan hukumnya kepada platform digital besar yang kantor pusatnya
berada di negara lain. Karena yurisdiksi negara secara prinsip terikat pada
batas-batas wilayahnya, otoritas Indonesia tidak dapat secara langsung
memaksa perusahaan seperti Facebook, Twitter, atau Google untuk mematuhi
peraturan nasional tanpa adanya kerja sama internasional atau mekanisme
hukum lintas negara
2. Kompleksitas dalam penegakan UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2023

terhadap platform global

117 K ominfo. (2023, Oktober 18). Kominfo perkuat kolaborasi untuk tangkal konten negatif Pemilu

2024
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Penegakan UU ITE maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)
terhadap platform global menjadi semakin rumit karena perusahaan digital
cenderung mematuhi hukum negara asal mereka. Bahkan ketika UU Indonesia
mewajibkan penghapusan konten atau penyediaan data pengguna, platform
sering meminta prosedur panjang atau menolak dengan alasan ketidakcocokan
dengan hukum internasional atau prinsip hak asasi manusia.

3. Perbedaan standar hukum antar negara dalam definisi konten illegal

Tidak semua negara memiliki definisi yang sama tentang apa yang
dianggap sebagai "konten ilegal". Misalnya, ujaran kebencian atau
pencemaran nama baik mungkin dilarang keras di Indonesia, namun di negara
lain bisa dianggap sebagai bagian dari kebebasan berbicara yang dilindungi.
Perbedaan standar hukum ini membuat permintaan Indonesia terhadap
penghapusan atau penindakan konten sering kali tidak dipenuhi oleh platform
asing

4. Tantangan dalam eksekusi putusan pengadilan Indonesia terhadap platform
global

Sekalipun pengadilan Indonesia telah mengeluarkan putusan terkait
konten atau aktivitas di platform digital, dalam praktiknya sangat sulit
mengeksekusi putusan tersebut terhadap entitas yang berbasis di luar negeri.
Proses eksekusi lintas negara membutuhkan perjanjian bilateral, mutual legal
assistance (MLA), atau perantara diplomatik yang prosesnya lambat dan tidak

selalu berhasil.
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Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan yurisdiksi terhadap
platform global. Penelitian Paramita dan Rachman menunjukkan bahwa
hanya sebagian kecil permintaan penghapusan konten oleh pemerintah
Indonesia yang ditindaklanjuti oleh perusahaan teknologi.!'® Hal ini
menyulitkan perlindungan hukum terhadap kebebasan dan juga terhadap

korban ujaran kebencian.

4. Faktor Sosial-Budaya
a. Nilai-Nilai Komunal dan Kebebasan Individu

Nilai-nilai komunal yang kuat dalam masyarakat Indonesia mempengaruhi
persepsi dan praktik kebebasan berpendapat:
1. Prioritas pada harmoni sosial dibanding ekspresi individual
Masyarakat Indonesia umumnya menempatkan harmoni sosial sebagai
nilai yang lebih tinggi daripada kebebasan individu untuk menyatakan
pendapat secara bebas. Kehidupan bermasyarakat yang menekankan
solidaritas dan rasa kebersamaan mendorong individu untuk menahan diri dari
menyuarakan opini yang berpotensi mengganggu ketertiban atau
menimbulkan perpecahan. Dalam situasi ini, ekspresi individual sering kali
dianggap kurang penting apabila dinilai bisa merusak kedamaian sosial.
2. Kecenderungan menghindari konfrontasi dalam diskusi public
Dalam budaya Indonesia, ada kecenderungan kuat untuk menghindari

konfrontasi terbuka, terutama dalam diskusi publik. Meskipun perbedaan

118 Paramita, V., & Rachman, T. (2022). Kedaulatan Negara dan Tata Kelola Platform Digital di
Indonesia. Kebijakan, Regulasi, dan Tata Kelola Digital, 24(3), 244-261.
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pendapat diakui sebagai hal yang wajar, mengutarakannya secara langsung
atau konfrontatif sering kali dianggap tidak sopan atau mengganggu tatanan
sosial. Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menyampaikan
pandangannya dengan cara yang lebih halus atau bahkan menahan diri untuk
tidak berbicara sama sekali dalam forum umum.
3. Pengaruh norma kesopanan dan hierarki sosial dalam berekspresi

Norma kesopanan yang kental dalam budaya Indonesia membentuk
batasan tentang bagaimana seseorang boleh berbicara, terutama terhadap
orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan lebih tinggi. Hierarki sosial
berperan dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat bebas
menyampaikan pandangannya. Kritik atau pendapat yang dianggap kurang
sopan, terutama terhadap figur senior atau pejabat publik, sering kali
dipandang negatif, terlepas dari validitas substansinya.

4. Sensitivitas terhadap kritik terhadap tokoh otoritas atau institusi

Dalam budaya yang menghormati otoritas, kritik terhadap tokoh
penting atau institusi seperti pemerintah, lembaga keagamaan, atau pemimpin
adat sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas atau bahkan
subversif. Sensitivitas ini menyebabkan ruang kebebasan berpendapat
menjadi terbatas, karena individu harus mempertimbangkan dengan sangat
hati-hati potensi reaksi negatif dari masyarakat luas maupun dari pihak
berwenang sebelum mengungkapkan kritik.

Budaya kolektif Indonesia menjunjung tinggi harmoni sosial, dan sering

kali mengorbankan hak individu untuk menjaga ketertiban komunitas.
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Ekspresi yang menyimpang dari norma sosial dianggap sebagai ancaman,
bukan sebagai hak.!'"” Hal ini mempersempit ruang diskusi kritis di

masyarakat.

b. Norma Sosial sebagai Mekanisme Kontrol
Selain negara dan platform, masyarakat itu sendiri sering menjadi agen
pembungkam. Fenomena self-censorship terjadi akibat tekanan sosial, ancaman
sosial media, hingga potensi pengucilan.'? Ketakutan terhadap stigma lebih
besar daripada risiko hukum. Norma sosial yang tidak tertulis dapat menciptakan
batasan yang lebih ketat daripada regulasi formal, karena individu merasa harus
menyesuaikan diri demi menjaga citra, reputasi, dan penerimaan di lingkungan

sosialnya.

5. Faktor Politik
a. Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional

Pertimbangan stabilitas politik dan keamanan nasional seringkali menjadi
faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kebebasan
berpendapat di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pembatasan terhadap

kebebasan berpendapat di media sosial, seperti pemblokiran platform media

19 Fealy, G., & White, S. (2020). Mengekspresikan Islam: Kehidupan Beragama dan Politik di
Indonesia.. Iseas—Yusof Ishak Institute.

120 Kurniawan, B. (2021). Sensor Diri di Dunia Maya Indonesia: Menegosiasikan Kebebasan dan
Ketakutan dalam Ekspresi Daring. Jurnal Komunikasi Indonesia, 10(2), 105-120.
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sosial atau konten tertentu, dilakukan dengan alasan untuk menjaga stabilitas
politik dan keamanan nasional.

Meskipun pertimbangan stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan
hal yang sah dalam membatasi kebebasan berpendapat, namun dalam praktiknya
seringkali sulit untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut dilakukan secara
proporsional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Pemerintah kerap menggunakan instrumen hukum untuk membungkam
kritik atas nama stabilitas. Penelitian Mietzner mengungkap bahwa rezim
demokratis dapat menggunakan pendekatan otoriter melalui regulasi ekspresi,
khususnya menjelang pemilu atau dalam menghadapi kritik dari masyarakat

sipil.!?!

b. Dinamika Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil juga
mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di
Indonesia. Dalam periode-periode di mana hubungan antara pemerintah dan
masyarakat sipil cenderung antagonistik, seringkali terjadi peningkatan dalam
kasus-kasus pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial.

Hukum tidak hanya sekedar dikonsepkan sebagai keseluruhan dari asas-asas
dan dari kaidah yang mengatur kedalam kehidupan manusia yang bermasyarakat,

melainkan bahwal mencakup lembaga-lembaga serta proses-proses yang

121 Mietzner, M. (2018). Inovasi Otoriter di Indonesia: Penyempitan Elektoral dan Politik Identitas.
Journal of Democracy, 29(4), 61-75.
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menjadikan pemberlakuan kaidah-kaidah dalam suatu tatanan masyarakat, untuk
perwujudan arti sebuah simbol dari tingkah laku sosial, yang dimana terwujud
dan mendengarkan dengan sunguh-sungguh dari perilaku yang dilakukan dan
hubungan diantara masyarakat.'?*Tingkat perlindungan terhadap kebebasan
berpendapat meningkat ketika terdapat dialog yang terbuka antara pemerintah
dan kelompok masyarakat sipil. Namun, ketika hubungan ini renggang,
kekuasaan negara cenderung digunakan untuk mengintimidasi lawan politik atau
aktivis.'??

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi perlindungan
hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial, dapat disimpulkan
bahwa tantangan dalam penegakan hak ini tidak hanya bersumber dari aspek
regulasi, tetapi juga dari rendahnya literasi digital, peran platform media sosial
yang belum optimal, serta tekanan sosial dan politik yang masih kuat.
Ketidakseimbangan antara perlindungan dan pembatasan kerap kali
memperlemah posisi warga negara dalam menyampaikan ekspresi secara bebas
dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum,
penataan kelembagaan, serta harmonisasi antara norma hukum positif dan prinsip
hak asasi manusia menjadi kunci penting dalam mewujudkan perlindungan

hukum yang adil dan proporsional di era digital.

122 Aprilliawati, M., Kelik Wardiono, S. H., & Aidul Fitriciada Azhari, S. H. (2020). Pelaku Usaha
Dan Kriteria Halal (Studi Terhadap Proses Produk Halal Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun
Kabupaten Ngawi Jawa Timur ( Universitas Muhammadiyah Surakarta).

123 Setiawan, K. (2021) Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Sejarah Komnas HAM.
Jurnal Hak Asasi Manusia., 20(3), 374-389.
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